
QANUN KABUPATILN ACJEH SELATAN
NOMOR fT TAHUN 2019

TEN1AN(5

PERUBAHAN ANGC.ARAN l'ENDAPATAN DAN BISbAN.JA KABUPATEN ACFiH SELATAN
TAHUN ANCJCiARAN 2019

BISM1LI-A 111RRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANC3 MAMA BENGASIH DAN PENYAYANG

13UPAT1 ACEH SELATAN,

Menimlwng a bahwa unlnk melaksnnakan kelenluan Pasal 315 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20 14 tenlang Pemerintahan Daerah scbagairnana
telah diubah dua kali lerakhir dengan Undang-Uudang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor

23 Tahvin 20 14 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama

DPRD melakukan j)eiivempurnaan terhadap rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan hasil evahiasi,

b. bahwa penyempuruaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
IBeJanja Kabupaten Aceb Selalan Tahun Anggaran 2019 tidak

Ijertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, Reneana Kerja Pembangunan

Kabupaten, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas
Anggaran Sementara, serta Reneana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perdu menetapkan Qanun Kabuj>aten Aeeb
Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Ufara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 994 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);



4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keist-imewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 1);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
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IViimlianpaa (h'lnliaimi Nrÿaia Republik 11»» I*«i m*«um ImIhiii ./MM#
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MS. lVraluran IViuoi intnli Noinai '»* > TmIiiiii 7MMS l*~i it iinyr tlitl'-in
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IVuvu.iiinaii <lnn IViirin|inii MIhimImi I'rlnyiinaii Miiiinml (I/*iiiI«imhi

Nop.nrn KVpulilik IiuImiimmhi ThIiiim 2MMS Nomor ISM, TiiimImiIi'iii

l/Omhmnn Nrp.nm Republik Indonesia Nomoi 4SP.S),

20. Perntumu IVmcrintnli Nomor H Tnhun 2000 IrnUuif/, I'rJnporaii

Kounnpnn dan Kinerjn InnlariNi I'ririrrinlah (l/*ml«unn Nrj/arn

KcpubJik IndoMcsia Tiiliun 2MOM Nomor 2S, Tiimbnliart Lembaiwii
Nogara Republik Indonesia Noinor 4(i Id);

21. Poratuian IVineiinlnli Nomor 3 TuIhiii 2007 lenlang

IV11yoIcnggaraau Pcmrrinlah Daerah kepnda Prmerinlah, lstp<irnn
PertnnggungjawaIjan Kepala Dnemh kcpada IJcwhm prrwnkilfui

Rakvat Daerah clan Informasi IVnyclcnggaraan JVrriei inlab Dacralt
kepada Masyarakat (liCmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 9, Tambahan Ix'mbaran Nogara Kopnblik Indonesia
Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara KepubJik ln<Aortc-f*if* Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5 1OS);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Q14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
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Inmhnhnu I/mhImhoii Ncg/mi Rcpublik Indonesia No/nor 5Y5'/),
HrtinÿHHiiMiin trlnh diuh.di ilniÿm IVniluriin Pcmrnnbih N(»inor 4V
Tnhun 20l.rj tcntfuig l'riub«linn Atut PorrtluiHM P*-n»ci intuit Nonior
43 Tahun 2() 1 4 Iriilanp, IVmlumn IV*lak'tann Uridmig Undmig Nomor
6 Tuhun 2()I4 Irntiing Drsa (lÿinlMnin Niynrn Rcpublik ItxIonÿHiH

Tnluin 2() Ift Nonior 157, Tambahan l/>iril»iiiin RrpuhJik
Indonesia Nomor 57 17);

26. Peraturan Pcmerintah Nonior 60 Tahun 20 14 tentang Dana Desa
yang llcrsumber Dari Anggaran J 'cndapatwn dan Bclanja Nrgara

(IvCinbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 20 14 Nomor J 68,

Tambahan Lcnihnrnn Ncgara Rcpublik Indonesia Nornor 5558),

sebagaimana telali diuhah dengan Peraturan PcrnerinUih Nornor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturon Pcmerintah Nomor
60) Tahun 2(314 tentang Dana Dcsa yang Mrrsumlxr I3ari Anggaran

Prndapalan dan Bclanja Ncgara (1/cmbarnn Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lembaran Ncgara

Rcpublik Indonesia Nomor 56*34);

27. Peraturan Penierintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang Pcdoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Icinbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2(3 17 Nornor 7.3,

Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 604 1);

28 Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang llak Kcuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dacrah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2(317 nomor

106, Tambahan Lembaran Negaran Rcpublik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngclolaan
Kcuangan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

31. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceb
Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008

Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN
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Mcnctnpkm (,)A NIJ N TKNTANU I'KRtJIIAI IAN AN<UiAIMN I'KNI)APATAN DAN

Ml*.I-AN.IA KAMUI'A'IKN A<,l'.ll HKIAI'AN TAHUN AN< i< iAKAN 'J. it I9

I'uhuI 1

Pcrulxiluui Aii(.',H,iiian IViulapiilnn dun Mrlimja Knhupnl'-n Tahun Aiip.K»«> *»i> 2019 webitgni

IxMiknt•

I. Pendnpolnii
a Semula (.y-I.W.'MKi

h. M<•iIainIn 111/ (Ik*rkuiaiif/,) Rll___ 490 () /5.<)()<).,00--Jumlah pcndnputuu Hctcluh pm ubnhuii U[»l //1<) J23,0()

'2. IJelanja
a. Scmula
b. Hci tamliah/ (brikuranÿJ
Jurnlah belnnja setelah pcrubahan

Surplus/ (Dcfisit) setelah perubalian

Hp] .533 208 b74 523,OO

Rp

___
lb,/7<i_'\ 72,030,23

Rj11 552..985.J4b.55.9,23

Rp(49.28b 397.03b,23)

3. Pemhinyaan
a. I'enerimaan

1. Seinula
2. Bcrlambah/ (berkurang)

Rp 30.000 000 000,00
Kp

____
19.28b.3O7 .030*2$

Jumlah penerimaan setelab perubahan Rp 49.28b 397.03b,23

b. Pongcluaran
1. Semula Rp
2. Bertambah/(berkurang) RpO.OO
Jumlah pengelnaran setelah perubahan

Pembiayaan Net to setelah perubahan

o,oo

RpO.OO

Rn49.28b.397 Q3b.23

Sisa Iÿebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan(SiLPA) setelah perubahan Rp. o,oo

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp 148.619 299.296,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp

__
Q.OQ

Rp148.b 19.299.29b,OOJumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
b. Dana perimbangan

1. Semula Rp 971.517.495.000,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp_Q.QQ
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 971.517.495.000,00

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp 383.071.880.227,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp_490.075.000.Q0
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
Setelah perubahan Rp 383.5b1.955.227,00
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(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada aval (1) huruf a Uidiri daii

a Pajak daerah
1 Semula Rp 10.781 . 149.386.00
2. Bertamlxth/ (berkurang) Rp- n 950 830,177.00
Jumlah pajak daciah setelah perubahan I

b. Rctnbusi daerah
1 Semula Rp 9 500 637 310,00

2 Bertambah/ (berkurang) Kp -------626 00O 000,00

Jumlah retnbusi dacrah setelah pciubaban RP v

c Hasil pengelolaan kckavaan daerah vnng dipisnhknn

1. Semula Kp 6 500 000 000,00

2 Bertambah/(berkurang) Rp_ (2/_4/75_l_..0 1 1,00j

Jumlah hasil pcngclolaan krkaynon dacrah yang
, . . , Rp 6 225 2-18 989,OO

dipisahkansetelah perubahan 1

d Zakat
1 Semula Rp 7.598.000.000,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp f 1.OOP.OOOjQ.PP.OQJ
Jumlah zakat setelah perubahan Kp 6 598 000.000,00

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sab
1 Semula Rp 1 14.239.512 600.00

2. Bertambah/ (berkurang) Kp (520.93(X080ÿ00)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp 113.718 582.520,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Transfer umum
1 Semula Rp 676.738 954.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp_0.00
Jumlah Transfer umum setelah perubahan Rp 676.738.954.000,00

b. Transfer Khusus
1. Semula Rp 294 778 54 1.000,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp

__
0.00

Jumlah Transfer Khusus setelah perubahan Rp 294.778.541.000,00

(4) Lam-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dan :
a. Pendapatan hibah

1 Semula Rp 25.381.440.000,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp_0,Q0
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 25.381.440.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
1. Semula Rp 31.818.359.032,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp_370.075.000.00
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 32.188.434.032,00

c. Dana penyesuaian
1. Semula Rp 203.653.902.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp_ O.OO
Jumlah Dana penyesuaian setelah perubahan Rp 203.653.902.000,00
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(I. Bnnltuui krunngaii «lmi pim-insi mIihi < li*i i jk* mei Inluh duriidi Ijhiiiivm

1 SriinilM K|» 122 218 I/O.105,00

2. Ilriimrilwih/(l»ri IdiKinÿ) Rp I2< M>i>0,0<'}t)JU1

Juitilnli !Imiilimil kriiniiguii dull piovumi alini dull

|trnirrin()4li <l«irnili Uiiinyn >»«*trl.*h pet ubahaii Kp 177. 3.18 I /'<,

I'ninI *
(1) OHunja nrbaguiniuiia tJurmk sud dal/ili'i |«»nuI I leidili <\nri

it. BHurija tiduk kingsiing

I. Sr 111111*1 Kp O /O 802.7 I5 69J.OO
2. UerlMtTibuh/(l>ei k lining) Kp , ( ! ,807,(>82.786,42)

Jumlah Bclanjn lidnk ImigNMfig wrtclnh |x*i itbwhuii Hp 868.995, 132.900,38

l». Belanja langsiiiig
1 Semula Kp 662 406.158.«.«),()()

2. Ber tarnball/ (ber kimtiig) Kp. 2 1 ,383,334.822,03

Jumlah Belanja Iniigsung srtclnh pritihahan Kp 083.990.013.632,05

(2) Belanja tidak lanp.suup srbagnimaria dirnaksud pada nynt (I) huruf a trrdiri tlnri

n Belanja pegawai
1. SrmulH Kp 502.444.808.097,00

2. Berlambah/ (berkurang) Kp (3,200.0 1 A .00ÿ,'j2)
Jumlah belanja pcgnwai setelah pciubuhan Rp559.153.890. 128,38

b. Ilclonja subsidi
1. Semula Kp 675.000.000.00
2. Bertanibah/(beikurang) Kp QjO.O

Jumlah belanja subsidi srlrlali perubahan Rp675.000.000,00

c. Brianja hibah
1. Semula Kp 10.045.-100.000,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp496.100.000.00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Kp 10.541.500.000,00

d. Belanja bantuan sosial
1. Semula Kp 2 1.451.500.000.00
2. Berlambah/ (berkurang) Rpl72.500.000.00
Jumlah belanja bantuan sosial selelah perubahan Kp 21.62.4.000.000,00

e. Belanja bag) hasil kepada provinsi/kabupalen/ kola dan pemerintah desa
1. Semula Kp 2.028.1/8.669,00
2. Bertamhah/ (berkurang) Rp

___
796.644. 144 .00

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/
kola dan pemerintah desa selelah perubahan Rp 2.824.822.813,00

f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
1. Semula Rp 271.657.328.927,00
2. Bertambah/(berkurang) Kp

__
18.585.038,00

Jumlah belanja bantuan kcuangankcpada provinsi/
kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 271.675.913.965,00

g. Belanja tidak terduga
1. Semula Rp 2.500.000.000,00
2. Berlambah/ (berkurang) Rp

__
0.00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 45.221.136.250,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp_

__
167.040.27l.OO



Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Hp 45.388.176.521,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Seinula Hp 344.100.407.783,00

2 Berlambah/(lDerkurang) Rp_17.964.127.527,84

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Hp 362 064.535.310,84

c. Belanja modal
1. Semula Rp 273 084.914.797,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp3.452.387.023.81

Jumlah belanja modal setelah perubahan Hp 276.537.301.820,81

Pasal 4

(1) Pcmbiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tcrdiri dari :

a. Peneiimaan pembiayaan
1. Semula Rp 30.000 000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Hp_19.286.397.036,23

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 49.286.397.036,23

b. Pengeluaran pembiayaan
1. Semula Hp 0,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp___0.00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Silpa tahun anggaran scbelumnya
1. Semula Rp 30.000 000.000,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp_19.286.397.036.23
Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp 49.286.397.036,23

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

Ringkasan Perubahan APBK;
Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;
Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;
Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;
Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana;
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

1. Lampiran I
2. Lampiranll

3. Lampiran IIa

4. Lampiran IIb

5. Lampiran 111

6. Lampiran IV

7. Lampiran IV a

8. Lampiran IV b
9. Lampiran V

10. Lampiran VI
11. LampiranVll
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12. Lampiran VI11

13. LampiranXUI

Daftar Kcgintan-kcgintAn Tahun Anggnrnn srbclumixva ynng helum

diselosaikan dan dianggarkan kenibnli dalam Tahun Anggnrnn ini;

Daftar IVrubrthan Pinjnman Dncrah dan Obhgasi Daerah Tahun

Anggnrnn 20 Id.

Pasal 6

Bupat.i menetapkan Heraturan tentang Penjabaran 1-Vrubnhan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten scbagai landasa.ii operasional pelaksanaan Pcrubal'ian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Qanun ini dengan

penempatannva dalam Lembaran Kabupaten At eh Selatan.

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Aguslus 2019 M

27 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2019 M

27 Dzulhijjah 1440 H

BUP 1 ACEH SELATAN,

A Z W

NASJUDD1N

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR RECdSTRASl QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINS1 ACEH, (5/80/2019)
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